NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka
Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2021;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-2019) Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);



MENETAPKAN

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1
Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2
Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2
Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021.



Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati
Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 15
Seri E), diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1
(satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021
merupakan perencanaan pembangunan untuk
Tahun 2021 yang selanjutnya merupakan tahun
keenam atau tahun terakhir dari RPJMD Tahun
2016-2021, yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
serta rencana kerja dan pendanaannya.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun

2021 menjadi :

a. Landasan penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS untuk menyusun RAPBD
Perubahan Tahun 2021;

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam
menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021.

(3) Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun
2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua)
Tahun Berkenaan

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Ttd

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 17 SERI E



